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Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, bermuamalah menjadi suatu kebutuhan
yang primer. Sebab dalam bermuamalah, selain mendapat apa yang
dibutuhkan juga dapat membantu orang lain akan suatu hal yang
dibutuhkan orang lain. Kehidupan bermuamalah tidak hanya terpaku pada
kegiatan jual beli. Namun dalam Kkegiatan, ada juga kegiatan yang
berhubungan antara manusia. Salah satunya adanya akad perjanjian, di
mana perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau
lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi
persetujuan yang telah dibuat bersama. Tidak menutup kemungkinan
dengan sewa atau nama lain dalam muamalah yakni //arah. /jarah atau sewa
adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas
barang itu sendiri.® Dalam Jjjarah terdapat beberapa jenis, yang salah
satunya yakni fjarah muntahiyah bit-Tamlik.

ljarah muntahiyah bit-tamlik disebut juga dengan /ijarah wa iqgtina>
adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (/essor) dan penyewa

(lessee), atas barang yang disewakan. Penyewa mendapat hak opsi untuk

! Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

117.



membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.? Sebagaimana firman
Allah dalam Al- Qur’an Surat al-Qas&sjhyat 26:

¥ &5 Eos il RO SR N
“...Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada
kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Dari keterangan di atas apabila sesuai dengan syariat maka sewa
antara masyarakat tentunya dapat tercapai dengan pengertian hanya
memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga mendapat ganjaran dan
ampunan dari Allah SWT.

Bentuk akad seperti fjarah al-Muntahiyah bit-Tamlik juga banyak
ditemukan di daerah pesisir pantai seperti kota Lamongan. Contohnya
warga di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Transaksi
yang mereka lakukan biasa disebut dengan pulpulan. Karena mayoritas
masyarakat di sana bekerja sebagai nelayan, banyak warga disana yang
melakukan usaha pulpulan. Pulpulan adalah dari hasil tangkapan ikan itu
sebagian dibayar untuk melunasi kepemilikan kapal kepada pemilik modal.

Transaksi tersebut diawali dengan adanya pemilik kapal yang
membelikan kapal sesuai dengan keinginan nelayan dan setelah itu nelayan
akan melunasi biaya kapal secara mengangsur kepada pemilik kapal dengan

hasil tangkapan ikan pada hari tersebut. Namun, besaran angsuran serta

batasan waktu angsuran tidak ditetapkan oleh kedua belah pihak. Mereka

2 \smail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana, 2011), 161.

% Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terfemahannya, (Surabaya: Mahkota,
1989), 388.



hanya berpaku hari di mana si nelayan mencari ikan serta besaran hasil
tangkapan ikan pada hari itu. Pada tahapan ini, mereka belum menentukan
besaran hasil tangkapan yang mereka laksanakan. Hasil tangkapan ikan
pada tahapan ini yaitu sama rata. Seumpama pada hari tersebut, nelayan
mendapatkan hasil tangkapan sebesar Rp. 4.000.000,- maka masing-masing
dari mereka adalah Rp. 2.000.000,-. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang
diterima oleh pemilik kapal sebagai uang angsuran, sedangkan uang Rp.
2.000.000,- yang diterima oleh nelayan adalah keuntungan nelayan tersebut
yang nantinya akan dibagi bersama awak kapalnya.

Dan setelah angsuran kapal ini terbayar lunas, kepemilikan kapal
akan menjadi kepemilikan bersama antara pemilik modal dan nelayan.
Setelah itu, hasil tangkapan ikan akan dibagi dengan proporsi 1/4 sesuai
dengan kesepakatan bersama, tidak lagi sama dengan tahapan saat
kepemilikan kapal masih menjadi milik pihak yang memberi modal.

Keuntungan dalam transaksi pulpulan yang didapat oleh pihak
pemberi modal adalah dapat membantu masyarakat yang memang
membutuhkan pekerjaan, dengan cara memberikan modal untuk pembelian
kapal guna mengembangkan keinginan dari pihak penerima manfaat yang
sekaligus pengembang transaksi pulpulan tersebut. Sebaliknya keuntungan
dari pihak kedua yakni pihak pengembang transaksi pulpulan ini adalah
bisa bekerja dengan adanya bantuan dari pemilik kapal, dengan cara

memberikan modalnya untuk usaha yang akan ditekuninya.



Dari fenomena ini, apabila kita kaitkan dengan teori /jarah atau ijarah

muntahiyah bit-Tamlik di atas, akan ditemukan banyak ketidaksesuaian.

Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji transaksi pulpulan yang

dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan dengan judul penelitian

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pulpulan Antara Pemilik

Kapal dan Nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan”.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, ditemukan beberapa permasalahan

yang data diteliti. Antara lain, yaitu:

1.

Praktik pulpulan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Transaksi pulpulan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut memiliki unsur
gharar.

Tinjauan prinsip keadilan dalam transaksi pulpulan antara pemilik
kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan.

Legalitas akad dalam transaksi pulpulan antara pemilik kapal dan
nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

dalam pandangan Hukum Islam.



5. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi pulpulan antara
pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan.

Agar dalam penelitian ini, penulis tidak keluar dan mencapai fokus
yang diharapkan serta tuntas dalam mencapai tujuan, peneliti membatasi
penelitian ini hanya pada permasalahan sebagai berikut:

a.  Praktik pulpulan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

b.  Legalitas akad dalam transaksi pulpulan antara pemilik kapal dan
nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

dalam pandangan Hukum Islam.

Rumusan masalah
Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi pulpulan antara pemilik kapal dan
nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

2.  Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi pulpulan sebelum
pelunasan dan sesudah pelunasan antara pemilik kapal dan nelayan di

Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?



D. Kajian pustaka
Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran
yang jelas mengenai hubungan antara judul yang diteliti dengan penelitian
sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan
tidak terjadi pengulangan. Adapun topik yang pernah diteliti sebelumnya
adalah:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang
Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten
Bangkalan”. Skripsi ini menjelaskan tentang mengenai sistem bagi
hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tajung. Tokoh
Agamapertama berpendapat tidak sah dengan alasan tidak memenubhi
syarat muad@rabah. Kedua mengatakan sah karena sudah memenuhi
syarat dan rukun sebagian dari akad mud3rabah dalam hukum Islam,
demi kemaslahatan dan selama tidak ada yang dirugikan antara kedua
belah pihak.*

2. “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 1964 Tentang Akad
Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Klampis
Kecamatan Klampis Kabupaten Madura”. Skripsi ini menjelaskan
lebih menekankan pada permasalahan kerjasama yang terjadi antara
pemilik kapal dan nelayan tidak ditemukan adanya penyimpangan

dari kaidah-kaidah hukum Islam. Namun dalam proses akad antara

* Muizzah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Bagi hasil
Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabuaten Bangkalan, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2013), 74



pemilik kapal dan nelayan di Desa Klampis tidak dijelaskan secara
jelas pembagian hasilnya, hal itu bertentangan dengan aturan hukum
Islam yang mensyaratkan harus jelas pembagian hasilnya baik
setengah, sepertiga dan seperempat, karena di khawatirkan ada unsur
gharar (penipuan) diantara keduanya.®

3. “Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Sewa Kapal atau Perahu
dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan Di Desa Bajing Jowo
Sarang Rembang”. Skripsi ini membahas tentang sewa kapal atau
perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di desa Bajing.
Dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sewa kapal
atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa
Bajing Jowo adalah sesuai dengan hukum Islam terhadap praktik
sewa tersebut. Hal ini sesuai berdasarkan kaidah a/-‘adah
muhakkamahtun (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan
hukum).®
Dari sini terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji ini,

penulis dengan penulis sebelumnya karena penulis lebih fokus terhadap

praktik kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

% Elly Rakhmawati Handayani, 7injauan Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 1964 tentang akad
bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten
Madura, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008),82

® Fakhriani, /ndah Swari Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Sewa Kapal atau Perahu

dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, (SKripsi—
IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).



Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah

diatas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui praktik transaksi pulpulan antara pemilik kapal
dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pulpulan
sebelum pelunasan dan sesudah pelunasan antara pemilik kapal dan

nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharakan data bermanfaat dan berguna bagi,

serta minimal data dipergunakan untuk dua aspek, yaitu:

1.

Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan
bagi pengembangan keilmuan pemikiran hukum Islam khususnya
pada program studi muamalah.

Kegunaan praktis

Secara praktis, diharapkan data menjadi wawasan dan pengetahuan
bagi masyarakat, agar mengerti tentang transaksi pulpulan yang

sesuai dengan syariat.



G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah penelitian dan memperjelas tentang “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Transaksi Pulpulan Antara Pemilik Kapal dan
Nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” perlu
adanya penulis mendefinisikan permasalahan yang di dalam judul guna
menghindari kesalahpahaman persepsi dalam memahami judul. Berikut

adalah penjelasannya:

1. Hukum Islam Peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan  hukum  muamalah  yang
bersumber dari al-Qur’an, Hadits dan
beberapa pendapat Ulama’ Fikih. Maksud
dari hukum Islam disini adalah hukum yang
berkaitan dengan /sjarah muntahiyah bit-
tamlik’

2. Transaksi Pulpulan Dari hasil tangkapan ikan itu sebagian
dibayar untuk melunasi kepemilikan kapal
kepada pemilik modal.

3. Pemilik Kapal Orang yang memiliki wewenang penuh
terhadap kapal, yang dialokasikan sebagai
modal usaha. Dalam hal ini pemilik kapal

bertindak sebagai penyedia modal.

" Sudarsono, Kamus Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12
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4. Nelayan Orang yang mengelola modal yang berupa
kapal dengan bekerja menangkap ikan di

laut.

H. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode
deskriptif analisis. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan
metode sebagai berikut:
1.  Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Desa Paloh Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan.
2.  Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu hasil wawancara
dengan pemilik kapal dan nelayan serta dokumen-dokumen yang
memuat transaksi pulpulanyang mereka jalankan.
3. Sumber data
a. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data.® Sumber data yang diperoleh dengan
melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik kapal dan

nelayan tentang transaksi pulpulan.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013),
137.
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Data sekunder, adalah sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data.’ Data ini bersumber dari pustaka

dan al-Qur’an yang menjelaskan tentang apa saja yang

berhubungan dengan penilitian antara lain.

a)
b)

c)
d)

f)

9)

Helmi Karim. Figh Mu’amalah.

Hendi Suhendi, Figh Muamalah.

Ismail. Pebankan Syariah.

Adiwarman Karim. Bank [Islam: Analisis Figih dan
Keuangan.

Muhammad Syafi’l Antonio. Bank Syari’ah. Dari Teori ke
praktik.

Sunarto Zulkifli. Panduan Praktis Transaksi Perbankan
Syariah.

Buku-buku lain, artikel yang memuat tentang //arah dan
Ifarah muntahiyah bit-Tamlik

Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu

atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta

memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data.’® Dan

beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi

pulpulan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

* Ibid.

10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

1998), 116.
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Teknik pengumpulan data

a.

Wawancara

Menurut Banister, wawancara adalah percakapan dan Tanya
jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.** Teknik
pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan Tanya
jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang transaksi
pulpulanyang diteliti yaitu pemilik kapal dan nelayan.
Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya
monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan
pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian
kualitatif.'> Pada penelitian ini dokumen yang dikumpulkan oleh
peneliti adalah dokumen resmi dari kantor kepala desa Paloh

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Teknik pengolahan data

Setelah pengumpulan data diperoleh secara kualitatif, maka

tahap berikutnya adalah teknik pengolahan data, dengan tahap

sebagai berikut.

a.

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah

dikumpulkan. Dengan kata lain pemeriksaan kembali data-data

1 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

12 1bid., 240.
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yang diperoleh terutama dari segi kesempurnaannya,
kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan
setara satu dengan yang lain.™
b.  Organizing, yaitu mengatur data yang telah diperiksa dengan
sedemikian rupa sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data
untuk merumuskan masalah skripsi ini.
¢.  Analyzing, yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian
hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis
yang sudah direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap
kesimpulan.
Teknik analisis data
Analisis data adalah pengorganisasikan data yang terkumpul
yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto,
dokumen (laporan, biografi, artikel). Karena itu analisis data itu
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan
mengorganisasikan data.’* Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran tentang
transaksi pulpulan antara pemilik kapal dan nelayan dengan jelas dari
data-data yang ada, kemudian membandingkan dan menghubungkan

dengan teori yang ada dan menyusun dengan pola pikir deduktif.

3 1bid., 253.
*1bid., 290.
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Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka disusunlah
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar
belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah 77arah dan ijarah muntahiyah bit-Tamlik Bab dua
ini merupakan tinjauan teoritis mengenai teori /jarah dan fjjarah muntahiyah
bit-Tamlik dan yang menguraikan tentang pengertian /f/arah dan ijarah
muntahiyah bit-Tamlik dasar hukum Jjjarah dan ijarah muntahiyah bit-
Tamlig rukun fjarah dan fjarah muntahiyah bit-Tamlik syarat /jarah dan
Ijarah muntahiyah bit-Tamlik bentuk-bentuk /jarah dan ijarah muntahiyah
bit-Tamlik serta pembatalan hingga berakhirnya akad s/arah dan ijarah
muntahiyah bit-Tamlik

Bab Ketiga adalah prankti transaksi pulpulan antara pemilik kapal
dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Bab
ini terdapat dua sub bab. Sub bab pertama memuat gambaran umum dari
Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sub bab kedua berisi
mengenai pelaksanaan transaksi pulpulan antara pemilik kapal dan nelayan
di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab Keempat, analisis Hukum Islam terhadap transaksi pulpulan

antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran
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Kabupaten Lamongan. Bab ini memuat data-data yang diperoleh dalam
penelitian sehingga didapat hasilnya, yang kemudian dilakukan
pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan kesimpulan
Bab Kelima, Bab terakhir ini merupakan penutupan yang memuat
kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban
dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang
tidak atau belum terlibat dalam praktik transaksi pulpulan antara pemilik

kapal dan nelayan.



